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ABSTRAK

Advokat memiliki peran yang tidak kalah penting dengan penegak hukum
lain, serta memiliki kedudukan yang sama yakni sebagai penegak hukum sehingga
wajar apabila advokat memiliki hak imunitas. Istilah imunitas tersebut dalam
kaitan hak imunitas yang dimiliki advokat dapat diartikan sebagai hak atas
kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya dalam
rangka membela kepentingan kliennya. Hak imunitas adalah salah satu hak
keistimewaan yang wajib dimiliki advokat, karena merupakan bagian dari
kebebasan profesi sesuai dengan amanat International Bar Association Standart
fo the Independence of the Legal Profession (IBA Standart). Namun dalam
prakteknya masih sulit membedakan sejauhmana hak imunitas melekat pada
advokat. Hal ini menjadi menari untuk diteliti terkait hak imunitas advokat dalam
kasus  yang  melibatkan ~ oknum  advokat pada  perkara  No.
579/PID.B/2012/PN.SLMN, untuk mencari tahu bagaimana penerapan hak
imunitas dalam kasus tersebut, dan bagaimana proses pemeriksaan terhadap
advokat dalam perkara tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut. Maka, penelitian ini
menggunakan studi pustaka (library research) dengan pendekatan normatif dan
evaluatif yaitu dengan menggali pengaturan hak imunitas advokat dan unsur-
unsur dalam penerapannya, dan dikorelasikan dengan kasus yang menjadi objek
penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian hak imunitas profesi advokat tersebut telah
direkognisi dan diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, bahkan dunia internasional melalui Bar Association mengakui hak
keistimewaan advokat salah satunya yakni hak imunitas. Dari hasil pencarian data
dan dikorelasikan pada perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN maka hak
imunitas tidak dapat diterapkan, karena oknum advokat tidak beritikad baik dalam
menjalankan tugas profesinya. Hak imunitas memiliki batasan pada
penerapannya, artinya bahwa tidak semua tindakan advokat menjadi kebal hukum.
Advokat mendapat hak imunitas dalam rangka menjalankan tugas profesi, karena
hak imunitas tidak semata-mata lahir dari undang-undang melainkan adanya
hubungan kerja dengan klien. Terkait pemeriksaan oknum advokat dalam perkara
No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN tidak sesuai dengan tata cara yang telah
ditetapkan dalam MoU Peradi dan Kapolri No. B/7/11/2012, No. 002/PERADI-
DPN/MoU/11/2012. Namun dalam aturannya pemeriksaan dapat dilakukan tanpa
melalui mekanisme sesuai dengan MoU tersebut. Karena penyidik memiliki
kewenangan yang telah diatur dalam KUHAP.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum telah menjadi ungkapan sehari-hari dikalangan
pejabat, mahasiswa, bahkan masyarakat pada umumnya. Demikian pula
ungkapan keadilan, sudah menjadi bahan perbincangan yang tidak ada
habisnya. Terdapat kesamaan dari berbagai kalangan tersebut mengenai
masalah dan peristiwa penegakan hukum yang selama ini terjadi. Banyak
pendapat yang mengisyaratkan tidak puas terhadap penegakan hukum, karena
masih jauh dari rasa keadilan. Hal ini tidak lepas dari berbagai putusan yang
tidak mampu memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan bagi pencari
keadilan.

Penegakan hukum yang tampak saat ini tidak dapat dipisahkan dari
pelaku penegak hukum itu sendiri, yang dapat dijumpai dalam proses
peradilan. Apabila penegak hukum memiliki kredibilitas dan menjunjung
tinggi hukum, maka penegakan hukum akan sesuai harapan semua kalangan.
Sebaliknya penegak hukum yang tidak menjalankan amanah jabatanya
dengan baik dapat melukai eksistensi penegakan hukum itu sendiri.

Beberapa tahun terakhir, banyak diperbincangkan mengenai
integrated judicial system (sistem peradilan terpadu), yang memungkinkan

keterpaduan antar penegak hukum. Keterpaduan dimaksudkan untuk

1J. E. Sahetapy, Runtuhnya Etik Hukum, (Jakarta: Kompas, 2009), him. 77.



menjalankan proses peradilan secara efektif, efisien, serta membantu untuk
menemukan hukum yang tepat.?

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang
Advokat (yang selanjutnya ditulis UUA), advokat merupakan penegak
hukum. Dalam undang-undang tersebut menegaskan status advokat sebagai
salah satu penegak hukum yang berdasarkan pada doktrin maupun tradisi,
advokat bersama-sama dengan polisi, jaksa, dan hakim atau penegak hukum
lainnya. Karena advokat sebagai kuasa dari masyarakat yang membutuhkan
bantuan hukum, maka turut serta dalam proses penegakan hukum.®

Profesi Advokat merupakan profesi yang relatif tua usianya. Jauh
sebelum kemerdekaan Indonesia, profesi advokat sudah dikenal dalam
masyarakat Indonesia. Pada tahun 1947 telah diperkenalkan satu peraturan
yang mengatur profesi advokat. Peraturan yang dikenal dengan nama
Reglement op de Rechterlijke organisatie en het Beleid der Justitie in
Indonesia (S. 1847 no. 23 yo S. 1848 no. 57) dengan segala perubahan dan
penambahannya. Artinya telah ada aturan-aturan yang berkaitan dengan
advokat sejak tahun 1947.4

Seiring kemajuan jaman, tingginya kebutuhan akan jasa advokat di
Indonesia tidak dapat disangkal lagi, karena Indonesia mengalami perubahan

yang mendasar di bidang hukum. Sebelumnya hukum dianggap sebagai

2 Bagir Manan, Sistim Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian, (Yogyakarta: FH Ull
Press, 2005), him. 93.

% Ibid., him. 93-94.

4 Sartono dan Bhekti Suryani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat, (Jakarta: Dunia
Cerdas, 2013), him. 3.



pelengkap dalam kehidupan bermasyarakat namun belakangan dijadikan
harapan untuk menuntaskan berbagai masalah sosial. Hal ini dapat dilihat dari
kenyataan bahwa hampir semua urusan dalam kehidupan warga negara dapat
dipastikan menyentuh sisi hukum yang kebanyakan membutuhakan jasa
advokat.

Yang dimaksud dengan jasa advokat adalah jasa hukum yang berupa
pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili,
mendampingi, membela, dan melakukan tindakan-tindakan lain untuk
kepentingan hukum klien.®

Sebagai efek dari tingginya kebutuhan akan jasa advokat tersebut,
menimbulkan banyak presepsi yang beranggapan bahwa profesi ini
berpenghasilan tinggi. Maka dengan presepsi demikian tanggung jawab
advokat kepada kilennya sangatlah besar. Seorang kilen yang memberikan
kuasanya kepada seorang advokat, bisa dikatakan hidup dan matinya dalam
urusan hukum yang sedang dihadapi oleh klien tersebut berada ditangan
advokat. Apabila kinerja advokat tidak baik atau bahkan sampai
menelantarkan klien maka dapat dipastikan hak yang semestinya diperoleh
kilen dapat diambil oleh pihak lawan.

Bagi sebagian orang khususnya di Indonesia, masih ada yang keliru
dalam melihat peranan advokat, karena banyak yang beranggapan bahwa

advokat sebagai peran antagonis yang membela dan membebaskan orang-

> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia :
Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, Edisi Kedua, (Jakarta: Yayasan
Obor Indoensia, 2009), him. 41.



orang yang bersalah dari jerat hukum. Padahal pembelaan (dalam kasus
pidana) yang diberikan advokat bukan ditujukan pada perbuatan yang
dilakukan kliennya, melainkan membela hak-hak kliennya sehingga hak-
haknya tetap terlindungi di hadapan hukum.

Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum bersama-sama
dengan jaksa, polisi, dan hakim berperan penting dalam proses pemeriksaan
perkara. Maka profesi ini sering disebut sebagai officium nobile, yakni
jabatan yang mulia. Karena dalam menjalankan tugasnya advokat dibekali
kode etik serta memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak kliennya
sebagai salah satu peran dalam proses penegakan hukum.®

Dalam sistem peradilan pidana, advokat merupakan satu-satunya
penegak hukum yang berkedudukan di luar Lembaga Pemerintahan, artinya
advokat bekerja secara Independent tanpa ada intervensi. Meskipun bukan
merupakan bagian dari lembaga pemerintahan advokat memiliki kedudukan
yang sama dengan penegak hukum lain seperti jaksa, hakim, dan polisi.” Hal
ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
yang berbunyi :

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang
dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.®

Sebagai pilar penegak hukum, sudah seharusnya kedudukan advokat

sejajar dengan penegak hukum lainnya, meskipun advokat bukan merupakan

® Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Buku Penuntun Untuk Latihan
Paralegal, (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989), him. viii.

7 Bagir Manan, Sistim Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian., him. 94.
8 Pasal 5 ayat (1) UUA.
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bagian dari lembaga pemerintahan. Dalam hal ini erat kaitanya dengan hak
yang dimiliki para penegak hukum. Hak yang sangat penting dalam
menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, yakni hak
imunitas atau kekebalan. Dengan begitu, aparat penegak hukum akan bekerja
dengan maksimal tanpa adanya tindakan dari luar yang akan mengganggu
kinerja aparat penegak hukum tersebut.®

Dalam Pasal 16 UUA menyebutkan adanya hak imunitas advokat,
yang berbunyi:

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana

dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk

kepentingan pembelaan Klien dalam sidang Pengadilan.®

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa advokat hanya memiliki hak
imunitas dalam kapasitas pembelaan di dalam sidang Pengadilan. Akan tetapi
dalam pasal lain sercara tersirat menyebutkan advokat bebas dalam
menjalankan tugas profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik. Dapat
disimpulkan bahwa selama mejalankan tugasnya baik di luar sidang
pengadilan advokat tetap dilindungi oleh undang-undang.

Selain aturan dalam UUA, ada pula MoU (Memori of Understanding)
antara Organisasi Advokat dengan Kapolri berkaitan dengan tata cara

pemeriksaaan seorang advokat yang dilakukan oleh penyidik. Penyidik harus

menghubungi Organisasi Advokat terlebih dahulu sebelum melakukan

® Dikdik M Arief Mansur, Hak Imunitas Aparat Polri Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Terorisme, (Jakarta: Pensil-324, 2012), him. 52.

10 pasal 16 UUA.



penyidikkan. MoU tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari
keistimewaan advokat.

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang hak imunitas bagi advokat, masih saja terjadi perlakuan yang
merendahkan martabat dari profesi advokat. Salah satu contohnya pada tahun
2003 seorang advokat yang berasal dari kota Semarang ditahan oleh penyidik
karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dan penggelapan. Selain
itu masih ada lagi kasus yang melibatkan advokat terjadi pada tahun 2010 di
Yogyakarta. Advokat Sinto Aribowo diculik dan dianiaya dimana pelaku
diduga anggota kepolisian. Namun hingga sekarang kasus tersebut belum
terungkap tuntas.

Kasus terbaru yang melibatkan advokat sebagai subjek hukumnya
terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dimana terjadi kasus
penipuan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Register
Perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN. Pelaku tindak pidananya adalah
seorang advokat. Pelaku bernama Amaludin M Siagian yang berprofesi
sebagai advokat dilaporkan oleh kliennya yang bernama Tugiman, yang
merasa ditipu oleh pelaku. Kasus ini menarik untuk dikaji lebih mendalam
berkaitan dengan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat. Karena dalam
prakteknya perihal hak imunitas yang dimiliki advokat sering disalahartikan
dan juga sering kali tidak dipahami oleh penegak hukum lain. Sehingga

dalam kasus yang melibatkan advokat di dalamnya, akan sangat menarik



untuk dikaji proses pemeriksaan sampai dijatuhkannya putusan dan

penerapan hak imunitas pada advokat yang bersangkutan.

B. Pokok Masalah
Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka penyusun
membuat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana penerapan hak imunitas advokat pada perkara No.
579/PID.B/2012/PN.SLMN ?
2. Bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap oknum advokat

pada perkara No. 579/P1D.B/2012/PN.SLMN ?

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini yaitu:
a. Untuk mengetahui penerapan hak imunitas bagi advokat, khususnya
dalam perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN.
b. Untuk mengetahui proses pemeriksaan terhadap oknum Advokat
dalam perkara No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN.
2. Kegunaan
a. Secara Teoritis.
1) Memberikan sumbangan bagi pengembangan Iimu Hukum pada
umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya tentang Hak

Imunitas Advokat.



2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang
dunia keadvokatan.
b. Secara Praktis
1) Bagi Penyusun
Dengan penelitian ini diharapkan dapat membentuk pola
pikir dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan
peneliti dalam mengkritisi persoalan-persoalan hukum.
2) Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

bahan referensi untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang
telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap
penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan
profesi advokat diantaranya adalah sebagai berikut:

Buku yang berjudul ‘“Panduan Umum Bagi Konsumen: Menakar
Besaran Honorarium Advokat” ditulis oleh Binoto Nadapdap, SH., MH.
Buku tersebut memaparkan bagaimana advokat menentukan besaran

honorarium yang nantinya dibebankan kepada konsumen jasa hukum, serta



memaparkan pengaturan honorarium advokat dibeberapa negara, tidak
membahas tentang hak imunitas advokat.*!

Penelitian Hukum yang berjudul “Tanggung Jawab Negara dan
Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat” ditulis
oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R,
penelitian ini menitikberatkan pada tanggung jawab Advokat dan Negara
dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma (prodeo), sama sekali tidak
membahas hak imunitas bagi advokat.*?

Disertasi yang berjudul “Hak Imunitas Advokat dan Kesetaraan
Dalam Penegakan Hukum” ditulis oleh Roberto Hutagalung, penelitian ini
membandingan hak imunitas advokat dengan hak imunitas penegak hukum
lain kaitanya dengan kesetaraan dalam penegakan hukum.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas
DPR : Studi Terhadap Pasal 20 A Ayat 3 UUD 1945” ditulis oleh Syafriadi
Saragih, penelitian tersebut mendeskripsikan bagaimana hak imunitas yang
dimiliki oleh DPR sesuai Pasal 20 A Ayat 3 UUD 1945 dengan tinjauan

hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan terkait hak

11 Binoto Nadapdap, “Panduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besaran Honorarium
Advokat”, Buku Jala Permata Aksara Jakarta, 2010.

12 Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM,” Penelitian Hukum
Tentang Tanggung Jawab Negara dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada
Masyarakat”, Penelitian Hukum, Badan Pembina Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM
Jakarta, 2011.

13 Roberto Hutagalung, “Hak Imunitas Advokat dan Kesetaraan Dalam Penegakan
Hukum”, Disertasi tidak diterbitkan, Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Khatolik
Parahyangan Bandung, 2005.



imunitas advokat yang mendasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun
2003 tentang Advokat.'*

Skripsi yang berjudul “Eksistensi Hak Imunitas Advokat Bagi
Advokat dalam Rangka Upaya Pembelaan Klien menurut Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat” ditulis oleh Oemar Wiranat, fokus
penelitian tersebut adalah mengenai hak imunitas dari profesi advokat dalam
melaksankan tugasnya yaitu dalam hal pembelaan kliennya, khususnya
mengenai ruang lingkup dari hak imunitas itu sendiri, dalam arti apakah
meliputi tindakan advokat di dalam maupun di luar sidang pengadilan atau
hanya di dalam sidang pengadilan. Sedangkan dalam penelitian yang akan
saya lakukan lebih fokus pada batasan hak imunitas dari tindakan yang
dilakukan oleh advokat berdasarkan itikad baik dan penerapannya pada kasus

di Sleman.®®

Kerangka Teoritik
Dalam setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori —
teori tertentu yang mengacu sebagai pisau analisis dalam problema atau

masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan

14 gyafriadi Saragih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Imunitas DPR: Studi

Terhadap Pasal 20 A Ayat 3 UUD 1945”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

15 Oemar Wiranata, “Eksistensi Hak Imunitas Advokat Bagi Advokat dalam Rangka

Upaya Pembelaan Klien menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”,
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Taruma Negara, 2008.
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pikiran menurut kerangka logis yang mendudukkan masalah penelitian dalam
kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.®
Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori

yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Berbicara tentang hak imunitas advokat yang berkaitan dengan
pembelaan klien tidak lepas dari peraturan-peraturan yang mengatur
tentang advokat. Hak imunitas merupakan salah satu hak yang dimiliki
oleh advokat dimana hak-hak itu telah diatur baik dalam Undang-Undang
No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun Kode Etik Advokat.’

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat yang
mengatur hak yang dimiliki advokat apabila dibandingkan dengan
ketentuan dalam International Bar Association Standart fo the
Independence of the Legal Profession (IBA Standart), hampir semua
ketentuan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 mengenai hak
advokat mengacu pada IBA Standart tersebut.’® Penjelasannya sebagai
berikut:

Dalam Pasal 14 UUA, menyatakan bahwa advokat bebas

mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: Universitas Indonesia Pers,
1986) , him. 122.

17 Binoto Nadapdap, Panduan Umum Bagi Konsumen Menakar Besaran Honorarium
Advokat, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), him. 45,

18 Ibid., him 47.
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menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap
berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
Dalam IBA Standart menyatakan:

A lawyer shall have the right to raise an objection for good cause

to the participation or continued participation of a judge in a

particular case, or to the conduct of a trial or hearing.*®

Dalam Pasal 15 UUA, menyatakan bahwa advokat bebas dalam
menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi
tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan
peraturan perundang-undangan. Dalam IBA Standart menyatakan:

Subject to established rules, standards and ethics of the profession

the lawyer in discharging his or her duties shall at all times freely,

diligently and fearlessly in accordance with the legitimate interest
of the client and without any inhibition or pressure from
authorities or the public.?

Dalam Pasal 16 UUA, menyatakan bahwa advokat tidak dapat
dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas
profesinya dengan itkad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam
sidang pengadilan. Dalam IBA Standart menyatakan:

No lawyer shall suffer or be threatened with penal, civil,

administration, economic or other sanctions or harassment by

reason or his or her having legitimately advised or represented any
client cause.?*

Hak-hak yang dimiliki advokat yang dinyatakan dalam Undang-

Undang No. 18 Tahhun 2003 tentang Advokat mengarah pada kebebasan

19 pasal 10 IBA Standart for the Independence of the Legal Profession.
20 pasal 6 IBA Standart for the Independence of the Legal Profession.

21 pasal 8 IBA Standart for the Independence of the Legal Profession.
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profesi advokat, artinya dalam menjalankan profesinya membela
masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum
advokat tidak mendapat tekanan dari pihak manapun.??

Independence of lawyer atau kebebasan advokat merupakan syarat
mutlak bagi profesi advokat sebagai complement atau bagian yang tidak
terpisahkan dari kebebasan peradilan atau sebagai compelent of the
independence of the judiciary yang diakui oleh konferensi-konferensi
advokat diseluruh dunia.?®

Pengaturan hak imunitas bagi advokat di Indonesia tertuang dalam
Pasal 16 UUA, yang berbunyi:

Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana

dalam menjalankan tugas profesinya dengan itkad baik untuk

kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.?*

Dalam pasal tersebut tegas mengatakan bahwa advokat memiliki
kekebalan terhadap tuntutan dari pihak manapun baik secara perdata
maupun pidana. Akan tetapi ruang lingkup yang dimaksud oleh pasal
tersebut adalah dalam sidang pengadilan. Sidang pengadilan dalam
penjelasan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat adalah

sidang pengadilan disetiap tingkat pengadilan di semua lingkungan

pengadilan.?

him. 38.

22 Ishag, Pendidikan Keadvokatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 36.
23 Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2001),

% pasal 16 UUA.

25 perhimpunan Advokat Indonesia, Kitab Advokat Indonesia, (Bandung : PT Alumni,

2007), him. 26.
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Selain pasal di atas, ada pula pasal lain dalam Undang-undang No.
18 Tahun 2003 yang mengisyaratkan adanya hak imunitas bagi advokat,
bunyi pasal sebagai berikut:

Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk

membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap

berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-

undangan.?®

Penjelasan dari pasal tersebut bahwa ketentuan tersebut mengatur
kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk

kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi

kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.?’

2. MOU PERADI dengan KAPOLRI No. B/7/11/2012 No. 002/PERADI-
DPN/MoU/11/2012
Pengaturan Imunitas Advokat secara jelas tertuang dalam UUA,
dimana advokat dalam menjalankan tugas profesinya mendapat
keistimewaan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya MoU (Memori
of Understanding) antara Kapolri dengan Peradi (Organisasi Advokat).
Dalam pengaturan MoU tersebut apabila advokat akan diperiksa
oleh penyidik dari kepolisian, maka harus ada izin dari organisasi advokat

yang menaunginya. Hal ini dimaksudkan agar meningkatkan perwujudan

% pasal 15 UUA.

27 perhimpunan Advokat Indonesia, Kitab Advokat Indonesia., him. 26.
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prinsip-prinsip negara hukum dalam menegakkan hukum secara optimal,

profesional, dan proporsional.?®

3. Asas Itikad Baik (Good Faith)

Itikad baik yang juga sering disebut kejujuran merupakan faktor
yang penting dalam hukum.?® Itikad baik bukan merupakan istilah atau
unsur yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Indonesia, karena istilah tersebut lebih sering digunakan dalam tindak
pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ada pula dalam
hukum perdata.

Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang
subjektif dan itikad baik yang objektif. Itikad baik dalam pengertian yang
subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan
suatu perbuatan hukum, vyaitu apa yang terletak pada sikap batin
seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang itikad baik
dalam pengertian yang objektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu
perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang

dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

2 pasal 3 ayat (1) MoU PERADI dan KAPOLRI No. B/7/11/2012 No. 002/PERADI-
DPN/Mou/11/2012.

29 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perdata Cet IlI, (Bandung: Vorkink-Van
Hoeve, 1959), him. 48.

30 “Itikad Baik Menurut Hukum”, http://setia-ceritahati.blogspot.com/2008/10/itikad-
baik-menurut-hukum.html, diakses pada tanggal 13 Oktober 2013.
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Umumnya pihak yang jujur atau beritikad baik dilindungi dan
sebaliknya pihak yang tidak beritikad baik patut merasakan akibat

ketidakjujurannya.

4. Kode Etik Advokat Indonesia

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti
adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dikatakan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang
buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).3!

Adapun etika moral berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik
dan benar berdasarkan kodrat manusia. Jika etika ini dilanggar, maka
akan menimbulkan kejahatan, yakni perbuatan yang tidak benar.
Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh
moral adalah sebagai berikut:*?

a. berkata dan berbuat jujur;

b. menghormati orang lain;

c. menghargai orang lain;

d. membela kebenaran dan keadilan;

Untuk menjaga martabat suatu profesi maka dibuatlah kode etik
profesi, yang berfungsi sebagai aturan dasar suatu profesi. Dalam kode
etik profesi advokat, disusun oleh organisasi advokat dengan tujuan

menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat dari tindakan unmoral

31 Ishag, Pendidikan Keadvokatan., him. 48.
32 |bid., him 49.
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dari oknum advokat. Sifatnya mengikat bagi setiap anggota organisasi

advokat sehingga wajib untuk dipatuhi.

F. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mencari data dari
suatu masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yakni
metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Suatu
metode merumuskan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek
yang menjadi sasran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Jadi suatu metode
dipilih berdasarkan pertimbangan keserasian dengan objeknya serta metode
yang digunkan sejalan dengan tujuan, sasaran, variable, dan masalah yang
hendak diteliti. Sedangkan metode penelitian menguraikan secara teknik apa
yang digunakan dalam penelitiannya.®
Langkah-langkah yang diambil dalam metodologi penelitian ini antara
lain:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan tipe penelitian yang menggunkankan jenis
penelitian studi pustaka (library reserch) dengan menganalisi putusan
dengan pendekatan yuridis. Yakni dengan mencari buku-buku, peraturan
perundang-undangan, dokumen, maupun jurnal yang berkaitan dengan

pokok bahasan yang akan diteliti. Sehingga diharapkan dengan metode ini

33 Noeng Mubharjid, Metodologi Penelitian Kwantitas, (Yogyakarta: Rake Sodasih, 1990),
him. 3.
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dapat memperkuat teori-teori yang ada.* Selain itu juga didukung dengan
hasil wawancara yang nantinya ditujukan kepada hakim di Pengadilan

Negeri Sleman yang menangani perkara tersebut.

2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptik-analitik, yaitu memaparkan secara
lengkap hak imunitas bagi advokat berkaitan dengan kasus yang dijadikan
sebagai objek penelitian, untuk selanjutnya dianalisis dengan pendekatan
normatif-evaluatif. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk mengetahui
landasan hakim dan jaksa dalam memeriksa perkara tersebut. Sedangkan
pendekatan evaliatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana hak

imunitas advokat berlaku dalam kasus tersebut.

3. Sumber Penelitian
Penelitain ini menggunkan beberapa data yang terbagi dalam tiga
bagian meliputi:
a. Data Primer
Data primer, yaitu bahan-bahan yang sifatnya mengikat dalam
bentuk hukum yang meliputi:
1) Putusan perkara No. 579/P1D.B/2012/PN.SLMN.

2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

% Ibid., him. 4.
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3) MoU (Memori of Understanding) PERADI dan KAPOLRI No.
B/7/11/2012, No. 002/PERADI-DPN/MoU/11/2012.
4) Kode Etik Advokat Indonesia.
b. Data Sekunder
Yaitu materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini baik
dari buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, maupun artikel.
c. Data Tersier
Yakni materi yang mendukung dan memperjelas data sekunder,
anatra lain:
1) Kamus hukum
2) Kamus besar bahasa Indonesia
3) Kamus ilmiyah

4) Ensiklopedi hukum

4. Teknik Analisis Data
Adapun teknik analisis data yang sesuai dengan metode pendekatan
yang digunakan, maka penelitian ini akan menganalisis dengan metode
analisis kualitatif tidak berupa angka, penjumlahan, rumus-rumus, dan
perhitungan lainnya. Dalam tahap ini penyusun akan mengambil data yang
ada dengan menganalisis sejaunh mana data tersebut sesuai dengan kasus
yang akan menjadi pokok bahasan. Selain itu juga memakai metode

berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-
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fakta umum menuju ke sifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang

jelas tentang masalah yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini,
disusun stematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada tinjauan umum hak
imunitas advokat berdasarkan undang — undang tentang advokat, asas itikad
baik, dan MoU PERADI dan KAPOLRI serta Kode Etik Advokat Indonesia.

Pada bab ketiga, berupa tinjauan umum tentang kasus advokat perkara
No. 579/PID.B/2012/PN.SLMN kronologi kasus, fakta di persidangan, serta
putusan yang dijatuhkan.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada analisis tentang
penerapan hak imunitas dalam kaitannya kasus perkara No.
579/PID.B/2012/PN.SLMN. Serta analisis terhadap proses pemeriksaan
hingga dijatuhkannya putusan.

Pada bab kelima, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan
kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai

kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari proses pemeriksaan Perkara No. 579/P1D.B/2012/PN.SLMN yang
telah diputus oleh Majelis Hakim dan telah incraht (mempunyai kekuatan
hukum tetap), penyusun dapat mengambil kesimpulan:
1. Penerapan Hak Imunitas Advokat

Pada Perkara No. 579/P1D.B/2012/PN.SLMN hak imunitas advokat
tidak dapat diterapkan. Hal ini telah sesuai dengan aturan-aturan yang
ada, bahwa imunitas advokat memiliki tolok ukur dan batasan-batasan
untuk dapat diterapkan. Hak imunitas advokat tidak lagi melekat pada
terdakwa karena tindakannya sudah jauh melenceng dari tugasnya
sebagai advokat sebagai penyedia jasa hukum bagi kliennya.

Dalam kasus ini, pelaku yang merupakan advokat terbukti tidak
beritikad baik dengan tidak menjalankan kuasa sebagaimana kesepakatan
awal dengan kliennya. Berdasarkan kode etik advokat, perbuatan yang
dilakukan oleh terdakwa termasuk perbuatan yang dilarang di dalam kode
etik advokat, diantaranya: memberikan keterangan yang menyesatkan
kepada Kklien dalam pengurusan perkara, menjanjikan keberhasilan
kepada klien, serta membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

Berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 16 UUA, imunitas advokat berlaku

bagi advokat dalam kapasitas menjalankan profesi, baik itu di dalam
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sidang pengadilan ataupun di luar sidang pengadilan akan tetapi harus

dengan itidak baik demi tegaknya hukum untuk kepentingan kliennya.

. Proses Pemeriksaan Perkara 579/P1D.B/2012/PN.SLMN

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusruan di dalam literatur,
proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap advokat baik berstatus
sebagai saksi maupun tersangka, seharus melalui mekanisme yang telah
ditetapkan oleh MoU PERADI dan KAPOLRI tertanggal 27 Februari
2012. Pemanggilan advokat tidak serta-merta dapat dilakukan langsung
kepada advokat yang bersangkutan, melainkan melalui organisasi advokat
terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan, barulah hasil pemeriksaan
dari organisasi advokat diserahkan kepada penyidik.

Namun dalam kasus ini permeriksaan terhadap advokat Amaluddin
tidak melalui mekanisme yang telah diatur di dalam MoU Peradi dan
Kapolri No. B/7/11/2012, No. 002/PERADI-DPN/Mou/11/2012. Apabila
dicermati, ada pasal di dalam MoU tersebut yang menyatakan
pemanggilan terhadap advokat bisa saja tidak melalui prosedur sesuai
MoU apabila organisasi Peradi tidak aktif melakukan pemanggilan
pertama kepada advokat yang bersangkutan. Pada kasus ini peran
oraganisasi advokat Peradi memang tidak terlihat sejak terdakwa
ditetapkan sebagai tersangka.

Maka proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam

kasus ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8
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Tahun 1981 (KUHAP), meskipun tidak melalui mekanisme pemeriksaan
yang diatur di dalam MoU Peradi dan Kapolri No. B/7/11/2012, No.

002/PERADI-DPN/Mou/l11/2012.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, penyusun dapat

memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi Advokat

Sebagai wadah bagi berkumpulnya advokat di seluruh wilayah
Indonesia, sudah selayaknya berperan serta dalam menjaga martabat dan
kehormatan profesi advokat baik dengan memberikan bantuan hukum
kepada anggota yang sedang menjalani proses hukum, karena bagi
advokat yang masih disangka melakukan tindak pidana belum terbukti

bersalah sebelum nantinya dibuktikan di dalam sidang pengadilan.

2. Bagi Kepolisian dan Kejaksaaan
Dalam rangka menjalin kerjasama antar penegak hukum, sudah
selayaknya setiap lembaga, baik lembaga pemerintah mauapun non
pemerintah harus bekerja sama dalam menanggulangi tindak kejahatan.
Dengan adanya Nota Kesepahaman atau MoU antara Peradi dan Kapolri
dapat terwujud pnegakkan hukum yang optimal, professional,dan
proporsoinal (integrated judicial system). Sehingga jangka waktu dalam

pelaksanaan MoU tersebut perlu untuk dikaji ulang.
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3. Bagi Pemerintah

Dalam menjamin hak profesi advokat, sudah seharusnya status
advokat sebagai “Penegak Hukum” lebih dipertegas. Karena dalam
prakteknya masih banyak yang memandang advokat bukan sebagai
penegak hukum.

Dalam kaitan hak imunitas, bagi advokat yang bekerja di luar
sidang pengadilan sudah selayaknya mendapatkan perlindungan, karena
ranah kerja seorang advokat tidak hanya di dalam sidang pengadilan
(litigasi), akan tetapi meliputi lingkup di luar sidang pengadilan (non-

litigasi).
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